PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR - 17 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa berdasarkan - k:etentuan Pasal 97 ayat (1}':'-_-”5[3.'55 g
Peraturan Pemermtah Nomor 18" Tahun 2016}'.{-
sebagaimana ‘telah  diubah - dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tenta,ng Perubahan;-_;_
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat - Daerah mengamanatkan bahwa; i
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan ~oleh” kelompak;_ﬂ_'-
jabatan fungsional, menghapus unit. orgamsas:t yang oo
tugas dan fungsinya telah. dlg&ﬁﬂl@:ﬂ secata’ penuh:;_ i
oleh kelompol jabatan fungsional; = -
bahwa berdasarkan ketentuan’ Pasal 3 ayat (1) huruf

b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 4
dan Reformam Birokrasi Norhor 17 Tahun 2021._._ S
tentang - Penyetaraan = Jabatan- Admmlstrasn ke o
Jabatan = Fungsional, mengamanatkan bal'xwa,.
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah

bahwa dalam rangka mewujudkan bn okrasz ya.ng
dinamis dan profesional '.seb'agai --gpay-_g ;:__gp_e;__a:__ing_kata

pemerintah daerah perlu dllakukan penyederhan.aan
birokrasi melalui penyetar aan Jabatan adnnmstrasa ke e
dalam jabatan fungsmnal '

bahwa  berdasarkan . pertzmbangan Sebagazmana_.,
dimaksud dalam huruf a, huruf b; dan huruf ¢ maka
periu mene‘tapkan “Peraiuran Gubemur* ten‘tang
Kedudulkan, ‘Susunan- Organ1sas1, Tugas dan Fungsa
serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dang-}'

Pariwisata Provinsi Kahmaman Barat EES T
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang “Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Perfilman (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5060);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Gerakan. Pramuka (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
~Lembaran Negara Republik Indonesia:Nomor 6402); -




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan : PERATURAN

_Peraturan Mentem Pendayagunaaﬂ ; Apai att_.z

Per aturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negeri:. S1p11 (Lembamn Negara
Republik Indonesia: Tahun 2017 Nomm 63, Tambahan
Lembaran: Negara Repubhk Indonesza ;

sebagalmana telah diubah dengan

tentang Manajemen Pegawaa Negeu 81p11

Neg‘df& Repubhk Indonesaa Tahun 202{} Nomor

Tahun. 2016 N’omor 1486)

Peraturan. ‘Menteri Pendayagunaa :
dan Reforma31 Bzrokras:t Nomo_”'

dan Reformam Bzrok:z as,1 Nc)mm

546);

Peratur, an Daerah Nemm
Pembentukan dem

- MEMUTUSKAN
GUBERNUR

TENTANG




Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11,

12

13.

14.

15.

16.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pememniahan oleh--:'.:_-_“ : S
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas. -~ - =0
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ‘otonomi seluas-luoasnya
dalam sistem dan prinsip’ Negara Kesatuan Repubhle: Indoneszae_._] e
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dasar Negara Repubhk S
Indonesia Tahun 1945, = _ SN
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagaz unsur - penyelenggara ST R
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeuntahan'__'__ TR SRR
vang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. - : o
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. - :

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kahmantan Barat

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prownsz Kahmantan Barai;- g
adalah unsur pelaksana urusan pemeimtahan daerah bidang. T
kepemudaan, olahraga dan pariwisata. ' S
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Panmsata
Provinsi Kalimantan Barat. . e
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegmtan tekms operasmnal St
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas’ Kepemudaan Dlahrawag-_;“fj-"*--
dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
Aparatur Sipil Negara yvang selamumya dismgkat ASN adalah profesn ‘bagl
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe13an31a1‘1 kerja yang_e- :
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.: HEEp . S
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Selan}utnjfa dzsebut Pegawm ASN}_”_':
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dendan perjarijian:
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan diserahl tugas_-;: S
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas’ negara }amnya dan: e ]
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. . - : el
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS' adaiah Warga lxegara.-_f.fﬁ
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pemblna kepegawaian untuk mendudukz Jabatan.'f"_"
pemerintahan. R ;

.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jaba‘éan yang bensz fungsl dan-' -::: et

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adm11113tra31 pemermtahali 5. L
dan pembangunan, S
Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatanf.’f.
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; & : Sa
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fung& danf.;___
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan padai_gj_

keahlian dan keterampilan tertentu. 2

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. :

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal yangf";’
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah. Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalm Penyesua1an / Inpassmg_{f:
pada jabatan fungsional yang setara. :




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
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Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki p’érié'dé péﬁﬁﬁg_

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampal 30

{tiga puluh) tahun.

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan- potensz, tanggung

jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan poten& dan peran EEThE

aktif pemuda.

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan po’teﬁé;i 15érniida '

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan oiahraga yand*'-;'-_3 3 A
memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, o pembmaan SIS I

pengembangan, dan pengawasan.

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendarong,
membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rchani, dan soszal

Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok or a_l‘lo' y&mg_:_
terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang mehpuu Sl

pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

Pengolahraga adalah orang vyang bero}ahraga dalam' - usaha
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. ' L ' RS

Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti peiaﬁhan secara teratur__ L]

dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai westasz

Pembina olahraga adalah orang vang memiliki minat dan peﬂgﬁ‘t&huan
kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan ‘yang e
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembanaaﬁ}-;; Sl

olahraga.

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang mem1111<;1 kuahfzkasa da,n

sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang_' o ';:_.Q :
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang’ teratur ~dan .
berkelanjutan untulk memperoleh pengetahuan, keprzbachan,f S

keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan_f;_:'"-IZ_.;_-:f:f:'--"'z_"11:_;
olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan: ilmu pengetahuan'_-_ R

dan teknologi keolahragaan.

Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk Imgkungan jfyanrff:'_: $Es
digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau - penveienggaraan' B e

keolahragaan.

Sarana olahraga adalah peralatan dan peﬂengkapan yancr dlgUﬂakan.:f_.'j:.'..” St

untuk kegiatan olahraga.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar ya:ng S

dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keol&hragaan

Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjahn kerga Sama":'i
dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan: Olahmga sesum'_-._;_;_-

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka

Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam penmdzkarl__::

kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma. Pramuka




36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,
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Pendidikan Kepramukaan adalah proses 'pembéﬁtﬁkém g ké?l‘ibé.dié_}ﬂ.,ﬂ”;
kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melaiul penghayatan dan RS

pengamalan nilainilai kepramukaan.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau[_f:il' S
sekelompok orang dengan mengunjungl tempat tertentu untuk ‘cujuan:_'_f"' Coe
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari- keumkan daya tamk_;"--’: R

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dadukung berbaga;'-_': 5 -
fasilitasi serta layanan yang disediakan oleh masyamkat pengusaha,f R

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terka,rt dengaﬁ”fr"'

pariwisata dan bersifat multidimensi serta muitidmphn yang ‘muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara. serta: 1znteraks1 aniarag-s_ = o
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama w1satawan Pemermtah

Pemerintah Daerah, dan pengusaha,

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memﬂﬁﬂ keunﬂ{an,ig}f_-f_-_
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragainan kekayaan alam, ;
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi . sasaran atau tu_}’&.lﬁl’lg_:i“_':.f:'_._f':..':':__.__:_

kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destmasa Paliwlsata-zf’ :j:'__}._.:'; i
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau: lebih wilayah o

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik w;sata, fasﬂztas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyalakat yang sahng terkazt cian i

melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyedaakan barang dan/ atau Jasa

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyeienggaraan pamwmaia

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau. Sekelompok orang yang_gi-{:_":- S

melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha jpammsata yang saimg terkaz’z
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau 3asa bagl pemenuhan ke

kebutuhan wisatawan dalam pengelenggaraan par Wisata

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memﬂﬂa fung31 utama:,-j
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan parimsata yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu -atau lebih aspek sepeltl_.-,;__;_;- .E_'::}_';'
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,: pemberdayaan sumb@r daya-"'._.;_}}_

alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan da,n keamanam

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampﬂan d_an perﬁaku'_f-ff | ;
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerga pamwmata un‘uﬂg;_' Fus

mengembangkan profesionalitas kerja.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekeijaf-.'_':'

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu roduk panwwata,._}
pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. ' '

Ekonomi Kreatif adalah sebagai upaya pembangunan ekonom1 secara_-ﬂ _:._'::'- __3
berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomzan yanc berdaya-;’f' e :

saing memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. e

H PERARGEAT DARRAN | savarung 1 1 A R b N A S
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C BABII
KEDUDUKAN
- Pasal 2

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov1ns1 Kahmantan Barat _33
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan_-_-_ R RS
bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah L o

- BAB 111 o LA
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAST
Bagian Kesatu LR
’I‘ugés dan Fungsi
Pasal 3 S U s
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempuﬁ}%ai 'tﬁ'gas' membantu o
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjad1 kewenangan o

daerah dan tugas pembantuan di bidang. kepemudaan ‘olahr ac'a dz’m
pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang»undangan e

. Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da}am Pasai 3 Dlnasf":
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggal akan fungsa '

a. perumusan program kerja di bidang kepemudaan olahraga dan parlwzsata,
b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, eiahraga dan parlwzsata, i
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan panmsata
d

. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bzdancr kepemudaan oiahttaga
dan pariwisata;

e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bldang kepemudaaﬂ Glahraga dan L
pariwisata sesuai ketentuan peraturan per undanmundangan, i

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di: bzd&ng kepemudaan, Olahracra dan
pariwisata; SRCR

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem’ Akuntablhtas Kmerja “ nsianszg.-_;-:
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan . pubh}«: d1 no '
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; o

h. pelaksanaan administrasi Dmas Kepemuda&n Oiahraga dan Panmsaia,

Gubernur di bidang kepemudaan, olahraga dam pauwisata sesuaz:;ﬁ-'- e
ketentuan peraturan perundang-undangan. S g e

Bagian Keciua |
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaaﬂ Olahraga dan Parlvvisa‘ta
Provinsi Kahmamtal Barat terdzrl dam : : R o




a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
¢. Bidang Kepemudaan,;
d. Bidang Olahraga;
e. Bidang Pengembangan Destinasi dan Indusiri Pammsata
f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
g. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
h Unit Pelaksana Teknis; dan
. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parimsata -:';
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan baglan tzdak ;', Gl

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 aya:t (1) huruf a

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, 1nengkoord1na31kan, membma;-'

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan peiaporan keglatan dmas*}-f 3_-2 i
di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan ketentuanf-,_'_:'_

peraturan perundang-undangan.

- Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebaga1mana dzmaksud dalam Pasai 6 Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bldang kepemudaan olahz aga dan pal zwxsata, S

b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan olahraga, penﬁembangan;ff_
destinasi dan industri pariwisata, pemasaran parimsata ser ica ekonomig :
kreatif, sarana dan prasarana; EETEE R R R

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di b1dang kepemudaan olahraﬁa
pengembangan destinasi dan industri parlmsata pemasaran pammsata_”’
serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; o ;

d. pembinaan dan menga,zahkan kegla‘tan di bldang kepemudaan, olahraga,'-}}
pengembangan destinasi dan  industri pariwisata, pemasaran parlw:isa‘ta;'-1":"--1_-.-_

serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; -

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga pengembangaﬁf-"-.--'

destinasi dan industri par1w1sata pemasaran pamwzsata seria ekonoml;-;'i-f_g_ i
kreatif, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuam 1Je1aturar1’;_”';.:-_ﬁ

peundang-undangan;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm d1 hngkungan Dmasi:

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegxatan di"-
bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destmasz dan mdusi:mf"
pariwisata, pemasaran parzw1sata serta ekonoml kreatlf sarana dan’-!__
prasarana, N ’ IR S PR L
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h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur befkehaéﬁ dengan - :
perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, "p'en'gemban'gan-- o

destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonom1 .
kreatif, sarana dan prasarana; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan,.  _ B S
olahraga, pariwisata yang diberikan oleh Gubernur sesual dengan S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) humf b, d1p1mp1n:f._ﬁ' ]

oleh seorang Sekretaris yvang berada di bawah dan bertangguﬁm}awab kepada
Kepala Dinas. L

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumus’aﬁ”kébijakah' di- -

bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum cian admzmstras;l
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung]awab_' R
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan admmzstrasz diocoo o

lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

"Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Selﬁ*etarzat_' o

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di iingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidé.ng"':p_éﬁyuéau'_}q'ajﬁ;: o
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, ‘serta -

pengelolaan keuangan dan aset;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan - rencana keija, R |
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengeloiaan keuar;gan_,{_i-'._”. o

dan aset;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan . rencana ker}a
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta’ I{euangan dan aset dioo

lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di 'Iiﬁgflf:ﬁiéganf-_?:_»
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan' R

perundang-undangan;
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f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bzdang rencana kerja

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset Serta umim’ dan' ) | :: o il
aparatur di lingkungan Dmas sesuai - ketentuan peratman perundang— S

undangan,;

g pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 c}.1 lmgkungan_ i

sekretariat;

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, S1stem Akuntab;h’cas'_sf
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan pubhk d; 11ngkungan_-_f_ SRR

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada . Kepala Dmas beﬂxenaa11-f_’:_"'-' o

dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

Pariwisata; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang d1861 ahkail olehf.}-_';:__.j g

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perunclang~u1*1dangan

Pasa} 11

(1) Sekretariat sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 8 membawahl Sub Bagzanr g

Umum dan Aparatur.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 'dipimj{;jih' 'b‘.}é}d"ééi:ﬁéﬁg;f'_
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bextanggung]awab kepacla';-fﬂ_

Sekretaris.

| - Pasal 12

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ierhadap pelaksanaan'--'_f o
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, " : Olahraga da;t’lﬂ_'_,_-

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dlmaksud da}am Pasal 115;"'”

ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebgakan e:hj-f'ﬁ'_“ e
bidang umum dan aparatur serta mengendahkan peiaksanaan I{eglatan sesuaz:

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal 12 Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

penyusunar rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparaiur

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keb'gakaﬁ dz bldaﬂg__i.:ﬁ_

umum dan aparatur dlllngkunwan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan . fung51 d1

lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungm ch b1c§ang;i_:;'_'5.{._'.i:_';}"_:_":-.f-'_f_:g

umum dan aparatur;
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e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan -
perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Apal atur;

va

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan"- -

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan =

oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan
Pasal 14 - 3
Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat -_('i.).'hﬂrt;'if .

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di. b'aWah- ) d'a'n'f

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan . =
kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda . dan . kepramukaan, .
pemberdayaaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggung
Jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan admnustram i~ bldang' EUEE R

kepemudaan.
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 15 Bidangf.-"_

Kepemudaan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja B1da,ng Kepemudaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang penyadaranﬁi-.f R

pemuda dan kepramukaan;

¢c. penyiapan bahan dan pérumusan kebijakan _'.tekms d1b1dang _'

pemberdayaan pemuda;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan - tekﬁis" d: bldang ; e

pengembangan pemuda;
e. pengkoordinasian di bidang kepemudaan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 dl-f’f:_'
bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—- i

undangan,;

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang - kepemuda&m s:esual--._. -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; . Rt

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi b1dang;'-

kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndamg—undangan,

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala . Dmas berkenaau‘f-_.:f” |

dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;




-12 -

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan telhadap pelaksanaan tugas di? R
bidang kepemudaan; dan :

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas @ bldangéf.'é-'f'*-i" o
kepernudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan L

Bagian Keenam

Bidang Olahraga
Pasal 17 SRt
Bidang Olahraga sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1)' hurufd

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada d1 bawah danfﬁ_' piien
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ' L : '

; Pasal 18

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskani'
kebijjakan teknis di bidang olahraga pendldzkan dan pengembangan 111'1"111'
pengetahuan dan teknologi, olahi”aga prestasi, olahraga rekreasx dan layanan,_ :
khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluluh kegzatan pelayanan da:ﬂ:_._f“_
administrasi di bidang olahraga. ' & R b

: ‘Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 18 Blciang.'_f._:
Olahraga mempunyai fungsi : ' : '
a. penyusunan program kerja di Bidang Olahraga;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebajakan tekms dl "bldang Glahmgai?
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuaﬂ dan teknologz o

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknm d1 bldmg oiahraga
prestasi; - - ' RN

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknm d1 bldang oiahraga_
rekreasi dan layanan khusus; : '

e. pengkoordinasian di bidang olahraga;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ‘Lugas dan fungsz dfz-f.ﬁ_"- Han
bidang olahraga sesuai dengan ketentuan pera‘turarl pemndang«und:mgaﬁ E

g. penyelenggaraan urusan pemermtahan di b1dang olahr‘aga sesuai denganr
ketentuan peraturan perundang-undangan; o o -

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admmzstram ch bzdang oiahraga%; G
sesuai dengan ketentuan peraturan perundarng- uildangml :

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas bezkenaan__i’_-zf;
dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga; ' i

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dz b1dang L

olahraga; dan T
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Kepala Dmas c’il blclang:_ CEe
olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan per undamg*undanga_n _

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pamwalsata
Pasal 20 el
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Panmsata "sefbagaimanaj;'_._ b

dimeksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang::ff o
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada- Kepala Dmag :

- Pasal 21 o el
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Paerlsata mempunyal tugas;_':'_:'f.;:'.____'_-f__. i
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan tekms di. bidang daya tarlk"f"' o
dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana panWlsata usah*lfgfj' |
dan industri pariwisata dan pemberdayan masyarakat pamvzsata sertaf"_
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan daﬁ admmmtram ch
bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

. Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bzdanﬂ:;
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempmnym fungsz -

a. penyusunan program kerja di Bidang’ Pengembangan Desﬁna31 dan:f.-:;-i" Lo
Industri Pariwisata,;

b. penyiapan bahan dan perumusan keb}gakan tekms d1 bzdang daya.'.: amk;:ﬁf 3::'.:1
dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan ; pr asarana pammsata

¢. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan iekms d1 bldanﬂ usaha d&nl:._.:_' &
industri pariwisata; ' '

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tékﬁis‘_"-'_ : d1 blclang _.
pemberdayaaﬁ masyara_kat pariwisata; : | .. .. .. .. ._ : |

e. pengkoordinasian di bidang pengembangan destmaszdan lndustm B
pariwisata; ' . : -. S :

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsl di.;:_

bidang pengembangan destinasi dan industri parzwmata sesua1 denﬂain__;
ketentuan peraturan perundang-undangan; - - ' :

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang. pensembangan deshnasg___:.,_;

dan industri pariwisata sesuai dengan ke‘tentuan peza‘turan perundang:
undangan; -

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admn‘nﬁra& d1 bidang..’:f_
pengembangan destinasi dan industri pamvvlsata Sesuai dengan keien‘tuan
peraturan perundang-undangan; o
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1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ':bérkeriaan"
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata;

j. pelaksanaan evaluasi dan peiaporaﬂ terhadap pelaksanaan tugas dz bldang RN

pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang -

pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pemasaran Pariwisata
- Pasal 23

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayai (1)'.

huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada d1 bawah ‘dan’ By

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas =~ =

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan -

pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata -

serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan’
administrasi di bidang pemasaran pariwisata. | ' '

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bldang
Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : :

penyusunan program kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldaﬂg strategl dan'."" iy

pemasaran pariwisata;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bxdamg pmmasz-'-;a__ i

pariwisata;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang riset dan_:._'_.i:: it

analisis data pariwisata;
e. pengkoordinasian di bidang pemasaran pariwisata;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 'daﬁ '.fun'gs'.i dz .

bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peratur S

perundang-undangan;

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemasatan pat‘zwzsatal'
sesuai dengan ketentuan peraturan per undaﬂg—undangan
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h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi = di | Bidaﬁ&'-_-- e

pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~ o
undangan; - - '

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas beﬂ<enaa11:
dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata; - :

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dz' ';:_

bidang pemasaran pariwisata; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala E)znas d1 bldano"__ S
pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundarlg—'i_'_

undangan.

Bagian Kesembilan

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana

Pasal 26

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana sebagaimana diihéké’li‘éi dalam S
Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang ,Vang berada dz L

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunya:l tugas menympkan
bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bldang edukas1 dan (i
pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasazan ekcnoml .'
kreatif, sarana dan prasarana serta bert&nggung]awab 1nem1mp1n seiuruhgi-__zia
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatlf sarana da.n

prasarana.

‘Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud . daiam Pasal 27 Bzdang e

Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai fung81

a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi I&reataf Sara:aa dan

Prasarana;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms di bidang edukam daﬂ

pengembangan ekonomi kreatif:

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis d1 bldang akses_'-‘:'_:ﬁ:"f qb

permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis d1 bldang Sarana. da:t‘l; L

prasarana,

e. pengkoordinasian di bidang ekonomi kreatif, sarana dan- prasarana,

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz di‘- e
bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan L

perundangwund&ﬁgan
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g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sarana
dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai: ketentuan :
peraturan perundang-undangan; -

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi
kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang:-
undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas :bérkeliaan S
dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan’pi"asara;na‘ o

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bldang; e ;

ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ‘di 'b‘idaii:g_'

ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peratur
perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 20

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 &ya’c (1) hmuf S
h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan ’i:ekms operasrsonai atau-'-_'_.-_ e

kegiatan teknis penunjang dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) "'.ciip:iﬁipiﬁ 'o'léh'::_'_-_.:_: _
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung}awab kepacla' e

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit"PélakSa:ﬁa' Téiéziiéj;_-?
Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai denﬂem ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas o
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ="
Pasal 31 :

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud da}am Pasal 5 _: ReEcaa
ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyetaiaan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Admmmtra& berka;tan ciengaﬂ

pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan’ 3abatan dﬂakukanff : :
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan’ dam kementeiianf-'--*-* L

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)';;.".3'- -
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab’ secara Iangsung kepada R

Pejabat Administrator. -




(4)

(3)
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Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dﬂakukan"pényetaraan '

dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Kooi‘dinattn'
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana semor yang': S I

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan pemndang-undangan vang

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan =~

Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan "_'Sérta-

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelomipok -

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur' lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan '

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat -'-'_melai'tii'_,_
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ..
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejaba{ ' B
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan' dengan'r R
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 3enja11gnya sesual-':. R

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdas;arkan SRR R

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan per aturan pemndang—-t .
undangan. '

Jenis dan jumlah Jabatan F‘ungs;onal ditetapkan sesuai ketemtuan‘ff £ P

peraturan per undang~undangan

Pasal 33

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum dlangkat dara dﬂantlk Rt ;
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaman 3aba1:an S
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang dzdudulu';: o
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan - peraturan' S
perundang-undangan mengenal ketentuan penghasilan .. .P;enyetaraan e

Jabatan,

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dlduduka dzsetarakan:__ﬁi‘; |
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduld sebelumnya sampai_ e

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki Sebagalmana dzmaksud '_3: . s 4
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, ._kelas Jabatan

Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan pemndang— E
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional *tersebui
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BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

{1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang mementhi persyaratan sesuai kefentuan peraturan perundang-
undangan.

(3] Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang —mengaiur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

vang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 36

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,

mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja
kepada bawahannya.

{2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi 'peﬁgé.waganf

di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukar o

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang~
undangan,

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 37

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasﬁya daﬁ

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretams Daerah-'_ T

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja k’ép:aida' Gilbérﬁﬁf_;- '.
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang dzsusun sesuaz S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebuakan yang i-' s
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peiaksanaan ‘Lugas serta’_f
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masn’lg»-”_’. gt

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari .'bawahan dan o

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberlkan':_c.:__:__;'f
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui. Sekl etarls guna SRRt

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 38

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentrahsam dibebankan pag}a o S R

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan da:n tugas lamnya et

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara '

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Diila's"i{éi:vémudaé;ﬁ an :_.
Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh = Gubernur sesuai dengz—m CoE

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung: jawab ch bzdang._'.:__l_:'i
kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi telhadap penaiaan_ : i
organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parnmsata Sesual dengan'__: L

peraturan perundang-undangan.
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(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam keglatar;: '. ': |
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Kepemudaan Oiahraga dan e
Pariwisata yang dilaksanakan oleh unit kerja telkazt sesual denganﬁ. PRt

ketentuan peraturan perundang—undwlgm

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang 3:3'
jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peratui‘a.n;:_;_'-

perundang-undangan,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
. Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang':;"'_i'
melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas

pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas: teiap melaksanal{aﬁ-'-

tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru’ dam Pejabat ?embma‘_:-'{."ﬁ.'-?-"'-':'._'.'._'-::

Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturaﬁ Gubmnur Nomorzgf-- '-:: .?-33'33_";
112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orframsasz, Tugas dan Fungm :fﬁ_'-"-_ }:35
serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pammsa‘ta Provms1
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmaﬁtan Barat Tahun 2016:% i
Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapakali ‘dan’ terakmr denganf.'_' o
Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 Tentang - Perubahan Kedua Ata.s"" E ;
Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Keduduk&m, _Susunan_]_' Y

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas’ Ixepemudaan Olahraga’_

dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provm31 Kahmaﬁtan* s :

Barat Tahun 2019 Nomor 93), dicabut dan dinvatakan tldak berlaku
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| Pasal 42 L
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuz anf

Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daelah Promngl-.___ S B
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontia’nak

-
LTER
B4

pada tanggai 2y e
f GUBERNUR KALIMANTAN BARAT i B

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal /p Sue 7ol
SEKRETARIS DAERAH

PROV.‘EN? KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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